
  

BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR 19 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH 

KABUPATEN BANGKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka 

pemanfaatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; 

b. bahwa untuk memanfaatkan kembali dana kapitasi yang 

telah disetorkan ke kas Daerah oleh Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, maka Pemerintah 

Daerah perlu mengatur Pemanfaatan Dana Non Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bangka; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, Pemanfaatan Dana Non Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bangka perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063);  

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011  tentang  Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional; 

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang 
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan    : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEMANFAATAN 
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK 
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Bupati adalah Bupati Bangka. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten 
Bangka.  

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di 
Kabupaten Bangka. 

6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah 
jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas. 

8. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan 
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bangka dan/atau masyarakat. 

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Bangka 
yang selanjutnya disingkat FKTP adalah puskesmas dan rumah sakit 
pratama sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan 

perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, 
diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 

10. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat 
Kepala FKTP atau dengan sebutan lain adalah Kepala Puskesmas atau 

Kepala Rumah Sakit Pratama. 

11. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS 

Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis 
dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.  

12. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan yang 
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk 

untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.  

13. Pemanfaatan Dana Non Kapitasi adalah tata cara penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana non kapitasi 
yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan. 

14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka. 

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 
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16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai 
dasar penyusunan APBD. 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

18. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Non Kapitasi JKN selanjutnya disingkat 

KPA adalah Kepala FKTP sebagai pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan pengelolaan dana kapitasi yang ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran. 

19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat 

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.  

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan   
pemanfaatan dana non kapitasi JKN pada FKTP di lingkungan Pemerintah 

Daerah.  
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pemanfaatan dana 

non kapitasi di lingkungan Pemerintah Daerah dapat berjalan efektif dan 

efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemanfaatan dana 
non kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah  yang belum 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. 

 

BAB IV 

PENYETORAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN 

Pasal 3 

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi JKN kepada 
FKTP milik Pemerintah Daerah. 

(2) Pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan di 

FKTP. 

(3) Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas 
Daerah. 

 

Pasal 4 

(1) Pemanfaatan dana non kapitasi yang telah disetor ke Kas Daerah 
digunakan 100 % (seratus persen) untuk menunjang peningkatan 

pelayanan kesehatan di FKTP. 
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(2) Pemanfaatan dana non kapitasi dituangkan dalam bentuk program dan 
kegiatan RKA-DPA SKPD pada FKTP. 

(3) Dalam hal pendapatan dana non kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada 
tahun anggaran berkenaan, dana non kapitasi tersebut dapat digunakan 

untuk tahun anggaran berikutnya.   

(4) Teknis pelaksanaan dan penggunaan dana non kapitasi dilakukan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

                                                                               
Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal  31 Maret  2015           

BUPATI BANGKA,  

     Cap/dto 

TARMIZI SAAT      

                                       
Diundangkan di Sungailiat 

Pada tanggal  31 Maret 2015           

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

  Cap/dto 

      FERY INSANI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 24 
  

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
       KABAG.  HUKUM DAN HAM, 

 
Cap/dto 

 

DONI KANDIAWAN, SH. MH 
PEMBINA 

NIP. 19730317 200003 1 006 
 

 

 


